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ABSTRAK

AGUNG PUTRI
4011311005

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992
TENTANG SISTEMBUDIDAYA TANAMAN

Skripsi, Fakultas Hukum, 2017

Kata Kunci : Pertanggungjawaban  pidana, Pupuk Bersubsidi dan
Penyalahgunaan

Pertanggungjawaban PidanaPenyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
merupakan seseorang Yyang mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan
memiliki kondisi batin yang normal atau sehat dalam melakukan pengadaan,
penyaluran pupuk yang mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani
yang tidak dilaksanakan atas dasar program pemerintah atau tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan yang berlaku. Penulisan skiripsi ini bertujuanUntuk
mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran
pupuk bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang
Sistem Budidaya Tanaman dan Pertanggungjawaban pidana terhadap
penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau dari teori kesalahan.
Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan
untuk metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis
empiris.  Berdasarkan  hasil pembahasan dapat disimpulkan  untuk
pertanggungjawaban pidana terhadap Penyalahgunaan Penyaluran pupuk
bersubsidi dapat dikenakan sanksi hukumsesuai dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanamanterdapat pada Pasal 60 ayat (1)
huruf f dan ayat (2) huruf f berlaku pada barang siapa yang melakukan tindak
pidana penyalahgunaan pupuk yang dengan sengaja dan karena kelalainnya
mengedarkan pupuk tidak sesuai labelnya atau karena pupuk subsidi maupun non
subsidi yang beredar dalam Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi standart
mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label dapat dikenakan sanksi atas
perbuatan yang dilakukannya.Dengan melihat dan memperhatikan unsur-unsur
kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana baik itu dengan disengaja
atau karena kelalaian pelaku.
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ABSTRACT

AGUNG PUTRI
4011311005

THE CRIMINAL JUSTIFICATION WITH DISTRIBUTION ABUSE OF
SUBSIDIZED FERTILIZER IN ACT OF INDONESIA 1992 PLANT
CULTIVATION SYSTEM

Keywords : Criminal Justification, Subsidized Fertilizer and Abuse

The criminal justification of distribution abuse of subsidized fertilizer is
one who has justify for his/her act and has a normal conditions or healthy in
doing procurement to distribute the fertilizer which comes from the government to
the farmers that the program not be done according to the government program
or not appropriate with the regulations. The aims of writing this research are to
know the criminal justification of distribution abuse of subsidized fertilizer in
terms of laws number 12 of 1992 on plant cultivation system and the distribution
abuse of subsidized fertilizer, the study of error theory. The method which was
used is normative juridical. Based on the result study, it can be concluded that the
criminal justification to distribution abuse of subsidized fertilizer was subjected to
law sanction according to the laws number 12 of 1992 on plant cultivation system
that finds at article 60 paragraph (1) subparagraph (2) subparagraph f prevails
that everyone or anyone who has done criminal act to abuse the fertilizer
deliberately and because of carelessnesss to distribute fertilizer both of the
subsidized fertilizer and non- subsidized. In Indonesia, it must fulfill quality
standard and has an effectiveness guarantee also the labeling can be subjected for
someone act. By seeing and looking the substances of the mistakes that have been
doing by criminal act both of deliberately or carelessness.
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